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ABSTRACT
Democratic systems are considered to be a basis for achieving economic progress, which has a direct impact on trade. Economic progress is expected to go hand in hand with the establishment of the country's democratic system. However, there are those who consider democracy to 'handcuff' trade. This study aims to determine whether democracy has an impact on trade in Asia. This study focuses on 11 countries which are divided by income from 2009 to 2018. Using panel data regression method, the results of the study found that the interaction between democracy and countries in Asia influences trade. However, it was found that trade in high-income countries was not affected by democracy, whereas trade in low-income countries was strongly influenced by democracy.
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ABSTRAK
Sistem demokrasi dianggap sebagai dasar untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang berdampak langsung pada perdagangan. Kemajuan ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan pembentukan sistem demokrasi negara. Studi ini bertujuan menentukan apakah demokrasi berdampak pada perdagangan di Asia. Studi ini berfokus pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Dengan menggunakan metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia mempengaruhi perdagangan. Namun, ditemukan bahwa perdagangan di negara-negara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.
Kata Kunci: demokrasi, perdagangan, kebijakan perdagangan
Kode Klasifikasi JEL: B27; F1; P52
PENDAHULUAN
Hubungan demokrasi dan kaitannya dengan perdagangan menjadi tema penelitian yang menarik perhatian para ekonom, pakar politik, dan kaum intelektual sejak puluhan tahun lalu. Menurut Barro (1996), interaksi antara perkembangan ekonomi dan demokrasi sangat berpengaruh terhadap sebuah negara. Dengan diadposinya demokrasi, diharapkan sistem politik itu bisa menggenjot percepatan kemajuan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Beberapa ahli politik dan ekonom bahkan meyakini, demokrasi bisa mendorong dan berpengaruh signifikan pada perdagangan, terutama perdagangan. Namun tak sedikit pula yang menyebut perdagangan dan demokrasi tak berkaitan, bahkan terjadi ketidaksinkronan antara satu dengan yang lain. Namun, yang lain berpendapat bahwa demokrasi sejatinya berkorelasi, meskipun lemah, dengan perdagangan. Salah satu yang memicu kemajuan ekonomi adalah perdagangan, yang menjadi salah satu sector penting yang mendorong perekonomian sebuah negara. Sistem demokrasi menjadi sebuah landasan utama bagi pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik sehingga membuka wadah yang komprehensif bagi aktivitas perekonomian. Demokrasi menjadi tren global, dan negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih demokratis untuk membuka jalan bagi berkembangnya perdagangan. Tren sentral demokrasi dan perdagangan ini ditandai dengan adanya pertukaran yang semakin intens antara orang, barang, informasi, dan uang melintasi batas negara. Fenomena ini umumnya disebut sebagai globalisasi ekonomi (Friedman, 1999). Przeworski (1991) memberikan argumen tentang hubungan antara demokratisasi dan reformasi ekonomi seperti liberalisasi perdagangan. Przeworski (1991) mengatakan negara-negara yang menjalankan demokratisasi akan mengejar kebijakan reformasi ekonomi dan kemajuan perdagangan dalam jangka pendek. Basis moral demokrasi itu sendiri adalah memberi kebebasan pada manusia, sehingga memberi warga tiap individu kekuatan untuk mengekspresikan pendapat dan imajinasi kreatif sambil menggunakan preferensi mereka dan, dalam melakukannya secara bersamaan untuk memerintah dan untuk diperintah. Tujuan demokrasi adalah memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan preferensi mereka, yaitu dapat memperkuat integrasi sosial dengan memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam proyek social politik di masyarakat. 
Menurut para pengamat asing, demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang baik setelah reformasi politik, di mana ada kebebasan dalam mendirikan partai politik dan kebebasan pers. Dalam perkembangannya, sistem demokrasi Indonesia juga melangkah ke pemilihan langsung presiden, gubernur, bupati hingga wali kota, bahkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada relatif tinggi. Indonesia juga dianggap menjadi salah satu contoh negara dengan sistem demokrasi yang baik di kawasan ASEAN dan juga negara yang mayoritas Muslim, sebab Islam dan non- Muslim bisa berjalan berdampingan. Indonesia, menurut pakar, merupakan  negara yang lebih baik dari Singapura dan Malaysia, bahkan lebih baik dari Mesir dan Turki dalam menerapkan system demokrasi. Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.000 pulau, Indonesia mampu melewati masa kegelapan pada saat krisis ekonomi-politik 1998. Namun, demokrasi dan kebebasan pers membuka peluang munculnya kelompok garis keras dan radikal, dan menumbuhkan korupsi. Sejarah masa lalu yang terjadi di negara-negara Barat menunjukkan, sistem demokrasi menjadi dasar untuk menjemput kemajuan ekonomi. Hasilnya, demokrasi membawa dampak langsung terhadap peningkatan perdagangan, investasi, dan kesejahteraan sosial. Kemajuan ekonomi berjalan seiringan dengan kemapanan sistem pemerintahan, dalam hal ini demokrasi, dari negara yang menganutnya. Namun, sejarah Indonesia dalam proses demokratisasi justru menunjukkan fenomena berbeda. Sistem demokrasi yang dibangun selama lebih dari 20 tahun ternyata belum mampu membawa efek signifikan pada kemajuan ekonomi, yang didomplang lewat perdagangan. Sistem politik di Indonesia memang lebih mengarah pada sistem demokrasi modern. Hal ini terbukti dari berbagai kelembagaan politik yang menjadi pilar utama demokrasi yang sudah ada dan terbangun dengan baik, bahkan wakil rakyat, anggota parlemen, dan presiden pun dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat. Namun, pemerintahan demokratis ini tak didukung dengan system birokrasi dan institusi publik yang bersih. Sistem demokrasi di Indonesia tak berdampak bagi kemajuan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan karena terbentur praktik korupsi berkelanjutan, sehingga tak mampu menciptakan iklim sehat dan kondusif bagi aktivitas bisnis, perdagangan, investasi, serta pertukaran dan lalu lintas modal domestik maupun asing. Melihat fenomena ini, sistem demokrasi harus ditransformasi menjadi system tata kelola pemerintahan yang efektif demi menciptakan pemerintahan yang bersih. Demokrasi juga harus dijalankan untuk mencegah praktik korupsi di seluruh sektor, serta meningkatkan mutu pelayanan publik. In the long term, pemerintahan bersih bebas KKN akan memantik iklim yang sehat dan kondusif bagi perdagangan, investasi, bisnis, dan pergerakan modal yang kemudian memicu kemajuan ekonomi. Dengan kata lain, pengaruh demokrasi pada perdagangan menjadi syarat penting kualitas sebuah pemerintahan; syarat ini harus diikuti prinsip dasar good govenance yang mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Hal-hal inilah yang disebut syarat utama berlakunya system demokrasi bagi kemajuan ekonomi. 
Berbeda pula dengan China, di mana negara itu menganut sistem autokrasi dan memberlakukan regulasi sangat ketat yang yang dipandang tertutup atau tidak transparan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah soal pengekangan ekonomi dan kebebasan terkait finansial. Di sisi finansial, sistem di China dikontrol secara ketat oleh pemerintah, sesuai dengan system politik yang diberlakukan di negara itu. Namun, meski tak menganut demokrasi, namun perekonomian China melaju sangat pesat, bahkan di ASIA. Melihat berbagai fenomena ini, tercipta pandangan yang menyebut free market adalah sebuah keharusan bagi system demokrasi. Artinya, kekuatan pasar yang mendominasi kekuatan di luar pemerintah dianggap memberi pengaruh positif yang dibutuhkan demokratisasi. Milton Friedman, yang mengemukakan hal ini, mengatakan kebebasan ekonomi adalah syarat mutlak bagi sebuah kebebasan politik (Basri, 2002). Kebaruan penelitian ini belum ada studi-studi sebelumnya yang menganalisi pengaruh demokrasi terhadap perdagangan berdasarkan pendapatan negara itu sendiri. Indonesia mengalami perjalanan panjang dalam membangun system pemerintahan. Setiap sistem ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, terutama perdagangan dan kerja sama demi tujuan pembangunan. Dari era Soekarno hingga Joko Widodo, nyatanya sistem politik memegang pengaruh penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lalu, setelah lebih dari 20 tahun menganut system demokrasi, apakah perkembangan trade di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, atau hanya sekedar ‘berkembang’ tanpa memberi dampak positif perekonomian. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti tertarik menganalisis terkait pengaruh sistem demokrasi terhadap perdagangan, bukan hanya di Indonesia, namun di negara ASIA, yang mencakup lima negara pendapatan rendah-menengah dan negara pendapatan tinggi di Asia. Negara berpendapatan menengah yang diteliti adalah China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan negara berpendapatan tinggi adalah Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan penelitian bagaimana pengaruh demokrasi terhadap perdagangan di Asia? Dengan menggunakan regresi data panel, studi ini meneliti dampak demokrasi terhadap perdagangan di negara di Asia berdasarkan pendapatan negara yang diteliti.
TINJAUAN LITERATUR
Model Gravitasi
Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model gravitasi atau gravity model. Gravity  model  merupakan model  yang  diaplikasikan dan dipakai secara  statistik untuk  menganalisa  arus barang atau uang antara dua pihak yang terpisah jarak geografis secara bilateral.  Gravity   model   tercipta berdasarkan teori   Law   of   Universal   Gravitation   yang   dicetuskan oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Teori Newton ini kemudian dikembangkan untuk  digunakan  juga  pada  sector perdagangan  internasional  serta  interaksi  sosial  yang terlibat di dalamnya, seperti  pariwisata,  migrasi,  dan  penanaman  modal  asing  (Head,  2003). Gravity  model  menegaskan bahwa volume perdagangan bilateral merupakan fungsi dari pendapatan nasional kedua negara dan  jarak  antar  dua  negara  bersangkutan. Jacks et al. (2011) menunjukkan penggunaan transformasi tertentu dari model gravitasi untuk menyimpulkan pengaruh biaya perdagangan. Jacks et al. (2008) menggunakan persamaan gravitasi untuk menemukan kerangka pemersatu yang mengakomodasi berbagai penjelasan untuk perdagangan internasional. Model gravitasi yang dikembangkan oleh Anderson dan Wincoop (2003) dijelaskan dalam tiga bentuk, yakni: biaya perdagangan bilateral, PDB dua negara, dan dua resistensi multilateral. Beberapa penelitian juga memaparkan bahwa model gravitasi bisa diperoleh melalui beberapa landasan teori ekonomi tentang perdagangan bilateral yang secara umum sudah digunakan. . Bentuk gravity model yang paling sederhana bisa dilihat dalam persamaan , di mana Xij adalah ekspor dari negara i ke negara j, Yi adalah pendapatan negara i, Yj merupakan pendapatan negara j, dan Dij merupakan jarak antara negara i dan negara j. 
Demokrasi dan Perdagangan
Penelitian Milner & Kubota (2005), menunjukkan bahwa munculnya demokrasi secara positif mempengaruhi perdagangan terbuka di negara-negara berkembang. Penelitian ini mendukung teorema Stolper-Samuelson, yang berpendapat bahwa pekerja yang kurang terampil / tidak terampil cenderung lebih suka trade openness yang lebih besar di negara-negara berkembang dan lebih sedikit trade openness di negara-negara maju. Ini karena tenaga kerja berketerampilan rendah adalah faktor berlimpah di negara berkembang dan menjadi faktor langka di negara maju. Teorema Stolper–Samuelson adalah teorema dasar dalam model Heckscher–Ohlin yang mendeskripsikan hubungan antara harga barang dengan faktor seperti gaji dan pendapatan modal. Studi Milner & Kubota (2005) mendukung pandangan bahwa demokratisasi memiliki pengaruh positif terhadap perdagangan. Milner & Kubota (2005)  berpendapat bahwa demokratisasi memperluas "pemilih" di suatu negara. Di negara-negara berkembang, demokratisasi memberikan hak khusus pada tenaga kerja yang kurang terampil dan tidak trampil di sektor informal pedesaan dan perkotaan, yang, menurut teorema Stolper-Samuelson, mendukung keterbukaan perdagangan karena mereka adalah faktor berlimpah yang mendapat keuntungan dari perdagangan (Milner & Kubota, 2005). O'Rourke & Taylor (2006) mengemukakan bahwa demokratisasi dan tingkat demokrasi yang lebih tinggi memiliki efek positif pada keterbukaan perdagangan yang bergantung pada faktor pendukung, khususnya rasio modal-tenaga kerja, baik di negara maju dan berkembang. Eichengreen & Leblang (2007) juga berhipotesis bahwa demokrasi mendorong keterbukaan perdagangan. Mereka menemukan dukungan statistik yang kuat untuk klaim mereka dalam sampel besar negara-negara maju dan berkembang dari tahun 1870 hingga 2000. Studi Milner & Kubota (2005) turut pula mendukung pandangan bahwa demokratisasi memiliki pengaruh positif terhadap keterbukaan perdagangan. Di negara-negara berkembang, ini menyiratkan bahwa demokratisasi memberikan hak khusus pada tenaga kerja yang kurang terampil dan tidak trampil di sektor informal pedesaan dan perkotaan, yang, menurut teorema Stolper-Samuelson, mendukung keterbukaan perdagangan karena mereka adalah faktor berlimpah yang mendapat keuntungan dari perdagangan. Muller (1995) menyatakan hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan tingkat demokrasi menyiratkan bahwa perolehan terbesar dalam demokrasi harus terjadi di negara-negara di tingkat pembangunan menengah, karena negara-negara kaya telah mencapai tingkat demokrasi yang tinggi dan diharapkan untuk mempertahankan tingkat demokrasi mereka yang stabil. Dalam analisis Lipset (1959), negara kelas menengah muncul sebagai kekuatan utama pro-demokrasi, dan kelas ini bertambah besar seiring dengan perkembangan sosial ekonomi (Rueschemeyer, Stephens, & Stephens, 1992). Dalam penelitiannya, Yu (2010) membuktikan demokratisasi dapat memengaruhi perdagangan dalam berbagai hal. Ditemukan bukti kuat bahwa demokratisasi secara signifikan mendorong perdagangan. Demokratisasi importir menyumbang 4-5% dari pertumbuhan perdagangan bilateral dan demokratisasi eksportir menyumbang sekitar 3%. Secara keseluruhan, demokratisasi berkontribusi 7-8% terhadap pertumbuhan perdagangan bilateral. Secara bersamaan, negara yang sangat demokratis akan menjadi eksportir yang menguntungkan dalam perdagangan internasional karena kualitas produk yang lebih baik dan kepercayaan dalam perdagangan. Dari penelitian Galiani (2014), diketahui bahwa perdagangan internasional sangat mempengaruhi keberpihakan politik, rezim politik, serta kebijakan perdagangan. Hasil menunjukkan bahwa koneksi signifikan ada di antara transisi politik, perubahan kebijakan perdagangan, dan keunggulan komparatif suatu ekonomi. 
Namun ada pula yang menganggap demokrasi tidak memiliki dampak bagi perdagangan. Uk Heo, Sung Deuk Hahm, Dohee Hahm (2012) berpendapat bahwa negara-negara berkembang tidak mampu menggunakan demokrasi karena sistemnya tidak efisien bagi ekonomi. Selain itu, kemajuan ekonomi yang tumbuh cepat di bawah pemerintahan otoriter di beberapa negara dianggap sebagai contoh efektivitas pemerintah  otoriter sehubungan dengan kinerja ekonomi. Perdagangan akan tumbuh dalam iklim demokrasi yang benar, yakni mencakup kebebasan, informasi yang bisa diakses secara bebas, dan hak properti yang aman dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Goodell (1985) berpendapat bahwa pemerintah otokratis menghasilkan kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi karena tidak ada pemeriksaan pada kemampuan otokrasi untuk mengubah "aturan main" kapan saja. Goodell (1985) Di bawah kondisi yang tidak dapat diprediksi, pengusaha akan ragu untuk melakukan perdagangan dan berinvestasi.

METODE
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel data. Mengacu kepada beberapa studi dan tinjauan literatur yang sudah dilakukan sebelumnya, maka variable of interest dalam penelitian ini adalah demokrasi, dan variabel lain yang memengaruhi perdagangan di negara Asia adalah GDP per capita, GDP total, foreign direct investment (FDI), Logistic Performance Index (LPI), populasi, serta skor demokrasi di 11 negara yang diteliti. Jenis dan sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini dari periode 2009 – 2018 di 11 negara Asia yang terbagi menjadi negara berpendapatan tinggi dan negara berpendapatan menengah. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Sedangkan negara berpendapatan menengah yang dipilih dalam penelitian ini adalah China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Pakistan, dan India. Pengelompokan ini berdasarkan data pendapatan negara yang diperoleh dari IMF dan World Bank. Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam dipilih karena dapat merepresentasikan negara di Asia yang memiliki pendapatan tinggi. Sedangkan China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Pakistan, dan India dipilih karena mewakili negara-negara di Asia yang memiliki pendapatan rendah-menengah dan menengah-ke atas di Asia. Data untuk variabel lain dalam penelitian ini diperoleh dari UNCTAD, World Developement Indicators, The Integrated Network of Societal Conflict Research’s (INSCR) Polity IV Dataset, dan LPI World Bank.
Spesifikasi Model
Model estimasi dalam penelitian ini ialah:
 =  +       
Berdasarkan penelitian Maulana (2019),  adalah volume perdagangan yakni ekpor dan impor, dimana i menunjukkan lokasi dan t menunjukkan waktu. Lalu   menunjukkan variable independent, yang menunjukkan adalah PDB per kapita PPP negara di Asia,  menunjukkan GDP total 11 negara di Asia,   adalah variable foreign direct investment,   adalah variable yang menunjukkan populasi negarayang ada dalam penelitian.   adalah  adalah jarak geografis kedua negara yang dibebani dengan kepadatan populasi masing-masing negara, yang dikembangkan oleh Head and Mayer (2014). Data DISTANCE dikumpulkan dari LPI (Logistics Performance Index (LPI).)  adalah variabel demokrasi, yang merupakan variabel yang diminati dalam penelitian ini. Dan dikumpulkan melalui skor Polity IV dari Jaringan Terpadu Riset Konflik Masyarakat (INSCR) Polity IV Dataset.  adalah variable dummy dari 11 negara dalam penelitian, dimana 1 untuk negara dengan bependapatan tinggi dan 0 untuk bependapatan menengah.  adalah variable interaksi antara variable Country dengan variable Demokrasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode waktu dari tahun 2009 hingga 2018. Sumber data dari World Bank, UN Comtrade, Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), World Trade Organization, IMF, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BAPPENAS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskriptif Statistik
Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan distribusi data. Teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif pada penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dari masing-masing variabel, (Ghozali, 2011). Variabel yang digunakan meliputi variabel GDPppp, GDPtotal, FDI, Distance, Populasi,  Country, dan Demokrasi. Setelah dilakukan pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil sesuai tabel 1 berikut ini:
(TABEL 1 DI SINI)

Pada tabel 1 di atas, variabel Trade memiliki nilai terendah sebesar 0.82 dan nilai tertinggi sebesar 1,90; dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,43 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,24. Variabel GDPppp memiliki nilai terendah sebesar 3,10 dan nilai tertinggi sebesar 14,9 dengan nilai rata-ratanya sebesar 13,48 dan tingkat sebaran datanya sebesar 3,25. Variabel GDPtotal memiliki nilai terendah sebesar 0,608 dan nilai tertinggi sebesar 0,85 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,75 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,05. Variabel FDI memiliki nilai terendah sebesar 4,54 dan nilai tertinggi sebesar 14,51 dengan nilai rata-ratanya sebesar 9,43 dan tingkat sebaran datanya sebesar 2,29. Variabel Distance memiliki nilai terendah sebesar 1,21 dan nilai tertinggi sebesar 1,28 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,24 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,02. Variabel Populasi memiliki nilai terendah sebesar 5,58 dan nilai tertinggi sebesar 9,14 dengan nilai rata-ratanya sebesar 7,58 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,99.  Variabel Democracy  memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 10 dengan nilai rata-ratanya sebesar 5,56 dan tingkat sebaran datanya sebesar 3,63.  Terakhir, variable  country dengan dummy memiliki  nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,45 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,49. 
Hasil Uji Pemilihan Model
Dalam uji Chow yang dilakukan pada penelitian ini, Nilai Prob > F = 0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang terpilih yaitu fixed effect. Dalam uji Hausman, jika P Value (Prob>Chi2) > Alpha 0.05 maka H0 diterima artinya pilihan terbaik adalah Random Effect. Model Random Effect menjadi model yang tepat dalam menjelaskan pada permasalahan penelitian dan disarankan menggunakan uji General Least Square (GLS). Berdasarkan hasil Uji Lagrange, nilai Prob > chibar2 = 0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang terpilih yaitu Random Effect. Sehingga, berdasarkan hasil analisis uji pemilihan model, maka model terbaik yang terpilih yaitu model random effect.
Hasil Estimasi
(TABEL 2 DI SINI)
Berdasarkan hasil estimasi, variable GDP PPP, GDP total, populasi, distance, country, dan Country_democ berpengaruh signifikan terhadap perdagangan di 11 negara Asia. Sedangkan variabel FDI dan Democ tidak berpengaruh signifikan terhadap Trade. 
Variabel Demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan. Namun, variabel interaksi Country_income berpengaruh terhadap perdagangan dengan . Namun, koefisien variabel interaksi Country_income menunjukkan tanda negatif, yakni -0,008, artinya semakin tinggi demokrasi pada suatu negara, semakin tidak memiliki pengaruh terhadap perdagangan. Penelitian Milner & Kubota (2005), menunjukkan bahwa munculnya demokrasi secara positif mempengaruhi perdagangan terbuka di negara-negara berkembang. Penelitian ini mendukung teorema Stolper-Samuelson, yang berpendapat bahwa pekerja yang kurang terampil / tidak terampil cenderung lebih suka trade openness yang lebih besar di negara-negara berkembang dan lebih sedikit trade openness di negara-negara maju. Ini karena tenaga kerja berketerampilan rendah adalah faktor berlimpah di negara berkembang dan menjadi faktor langka di negara maju. Teorema Stolper–Samuelson adalah teorema dasar dalam model Heckscher–Ohlin yang mendeskripsikan hubungan antara harga barang dengan faktor seperti gaji dan pendapatan modal. 
Lalu, mengapa variabel Demokrasi tak berpengaruh dalam perdagangan? Dalam penelitian Erich Weede (1983), demokrasi memiliki dampak negatif pada kemajuan ekonomi, terutama di negara-negara yang kurang berkembang. Weede (1983) menggunakan regresi yang didasarkan pada sekitar 90 negara dalam periode tahun 1960 hingga 1979 dan variabel kontrol antara lain GNP per kapita, investasi domestik bruto, rasio pendaftaran sekolah, dan rasio partisipasi militer. Hasil pertama penelitiannya menemukan bahwa dampak negatif demokrasi, dan hasil berbeda terlihat ketika analisis dibatasi hanya untuk negara-negara LDC (The Least Developed Countries) saja. Dalam studinya, Weede (1983) menemukan bahwa dampak demokrasi negatif dan yang cukup kuat terhadap kemajuan ekonomi bagi negara-negara di mana pendapatan pemerintah tinggi. Weede (1983) juga menegaskan bahwa bukan demokrasi yang merusak prospek kemajuan sebuah negara, namun kombinasi antara demokrasi dan campur tangan negara yang kuat terhadap perekonomian.
Dalam hasil estimasi, GDPppp dan GDPtotal berpengaruh terhadap perdagangan. Seperti yang diketahui, tingkat pendapatan nasional sebuah negara bisa didorong oleh faktor ekspor dan impor. Variabel POP atau populasi berpengaruh signifikan terhadap perdagangan. Populasi harus menjadi salah satu faktor penentu perdagangan dalam sebuah negara. Semakin banyak orang berada dalam sebuah negara, semakin besar peluang untuk perdagangan domestik dan untuk menghindari biaya perdagangan di luar negeri (Mélitz, 2007). Helliwell dan Verdier (2002) mengembangkan ukuran jarak internal yang sangat canggih yang memperhitungkan distribusi spasial populasi di sebuah negara. Populasi juga digunakan untuk mengukur besarnya negara. Populasi memiliki dua peran yaitu dari segi permintaan dan dari segi penawaran. Dari segi permintaan, populasi bertindak sebagai konsumen, sedangkan dari segi penawaran populasi bertindak sebagai produsen (Irawan, & M. Suparmoko., 2002). Dengan demikian populasi bisa berperan untuk meningkatkan ekpsor dan juga bisa berperan sebagai meningkatkan impor. Ketika populasi mengalami kenaikan, maka nilai impor negara-negara juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika populasi mengalami penurunan, maka nilai impor negara-negara juga akan turun. 
Variabel Distance atau jarak berpengaruh terhadap perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa jarak mempengaruhi perdagangan internasional. Perbedaan antara dua besaran harga mencerminkan jarak dari negara pengekspor ke negara pengimpor dan kebijakan terhadap perdagangan dan transportasi (Sun, 1999). Menurut Melitz (2007), pentingnya jarak dalam menjelaskan perdagangan bilateral mungkin merupakan keberhasilan yang paling luar biasa dari model gravitasi atau gravity model. Efek negatif jarak pada perdagangan bersifat intuitif: menghasilkan biaya transportasi. Dalam perdaangan, secara independen, jarak khusus antar negara —jarak bilateral— memiliki efek besar pada perdagangan bilateral dan harus selalu dikontrol (Mélitz, 2007). Jarak ekonomi suatu negara dengan negara lain memang menjadi suatu halangan dalam perdagangan. Namun, menurut beberapa penelitian sebelumnya, jarak berpengaruh signifikan terhadap aliran perdagangan ekspor. Seiring kemajuan teknologi dan transportasi, maka jarak ekonomi seharusnya memiliki nilai signifikan yang makin rendah (Hendria, M, et al., 2017) . Di lain pihak, jarak akan signifikan jika produk yang dikirim memiliki keterbasan dalam waktu atau memiliki tanggal kadaluarsa seperti makanan dan minuman. Namun untuk produk pakaian jadi yang tidak ada kadaluarsa, maka jarak ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan (Hendria, M, et al., 2017).
Sedangkan, variabel FDI tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Salah satu keuntungan dari open trade adalah membuka peluang bagi FDI menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi. Di samping itu, FDI juga bisa menjadi trigger dalam technology spillovers, membantu pembentukan modal manusia, berkontribusi untuk mengintegrasikan perdagangan internasional, membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, serta meningkatkan pengembangan usaha. Adapun, selain hanya untuk keuntungan ekonomi, FDI juga bisa membantu memperbaiki kerusakan lingkungan dan kondisi sosial pada negara yang bersangkutan. Banyak hasil studi yang menyimpulkan bahwa FDI berkontribusi bagi faktor produksi dan pertumbuhan pendapatan sebuah negara, melebihi dorongan dari investasi domestik. Hal tersebut terjadi melalui tiga cara, yaitu keterkaitan antara FDI dengan foreign trade flows, kelebihan dan factor eksternalitas lainnya pada sektor bisnis, dan berdampak langsung pada faktor-faktor struktural di negara yang bersangkutan (OECD, 2002). Itu artinya, beberapa manfaat ini tidak berpengaruh terhadap perdagangan.
KESIMPULAN
Dalam penelitian ini, hasil pengujian menggunakan regresi panel menunjukkan Random Effect Model sebagai model terbaik yang digunakan untuk melihat hubungan antar variable GDPppp, GDPtotal, FDI, Populasi, Distance dan Demokrasi, baik untuk analisis di negara berpendapatan menengah maupun di negara berpendapatan tinggi di Asia. Namun, demokrasi sebagai variable istimewa dalam penelitian ini tidak signifikan mempengaruhi Trade. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah, meski dianggap aspek penting, namun demokrasi tidak sejalan dengan perkembangan perdagangan di negara berpendapatan tinggi maupun rendah. Hal ini disebabkan ekonomi dan proses demokratisasi beberapa di negara dengan pendapatan rendah dan pendapatan tinggi berbeda. Di negara pendapatan menengah, Demokrasi berpengaruh terhadap perdagangan, sedangkan di negara berpendapatan tinggi, Demokrasi tidak berpengaruh terhadap perdagangan.  GDP atau PDB sebagai variabel makroekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan. FDI tidak bepengaruh terhadap perdagangan. Artinya, FDI menjadi salah satu pendorong ekonomi tidak memiliki dampak terhadap perdagangan. Populasi merupakan variabel makroekonomi yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan di negara Asia. Hal ini menunjukkan, ketika populasi mengalami kenaikan, maka perdagangan baik di negara berpendapatan menengah naupun tinggi di Asia juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika populasi mengalami penurunan, maka perdagangan di negara bependapatan rendah dan tinggu juga menurun. Jarak juga berpengaruh terhadap perdagangan. Hal ini senada dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebut jarak menjadi salah satu faktor kunci dalam perdagangan dan dalam model graviti. Hasil yang signifikan menunjukkan dala penelitian ini menunjukkan jarak ekonomi sangat penting dalam perdagangan di negara bependapatan menengah maupun tinggi di Asia.
Saran untuk negara yang berpendapatan menengah yang sudah menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, Filipina, India, Pakistan, adalah memperbanyak investasi asing dan mengontrol pertumbuhan penduduk. Sebab angka pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap perdagangan. Negara berkembang dengan sistem demokrasi juga harus mempertahankan trade openness demi memajukan ekonomi. Tanpa perdagangan bebas, negara berkembang akan sulit melakukan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sedangkan untuk negara berpendapatan menengah yang tidak menerapkan demokrasi seperti China dan Thailand, maka kebijakan harus berpihak pada kesejahteraan negara itu sendiri dengan mendongkrak sektor-sektor dalam negeri dan mengembangkan inovasi-inovasi yang tak dimiliki negara lain. Saran untuk negara berpendapatan tinggi yang sudah menerapkan sistem demokrasi seperti Jepang dan Korea Selatan adalah mempertahankan tingkat demokrasi dan sistem politik yang telah stabil. Sedangkan bagi Singapura dan Brunei Darussalam dengan tingkat demokrasi rendah, tanpa adanya demokrasi, perdagangan tetap maju sehingga yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kestabilan ekonomi dengan kebijakan politik yang sudah diberlakukan.
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Tabel 1. Deskriptif Statistik

	Variable
	Mean
	Std. Deviasi
	Min.
	Max.
	Obs. 

	Trade
	1,438
	0,245
	0,825
	1,904
	220

	GDPppp
	13,480
	3,259
	3,101
	14,999
	220

	FDI
	9,434
	2,294
	4,544
	14,512
	220

	Distance
	1,247
	0,025
	1,212
	1,283
	220

	Pop
	7,580
	0,997
	5,5,842
	9,143
	220

	GDPtotal
	0,757
	0,057
	0,608
	0,853
	220

	Democ
	5,563
	3,635
	0
	10
	220

	Country 
	0,454
	0,499
	0
	1
	220



Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Demokrasi Terhadap Perdagangan di 11 Negara Asia
	Variabel
	Koefisien
	P-statistik

	GDPppp
	0,0115258
	0,001

	FDI
	-0, 0004465
	0,688

	Distance
	0,9267245
	0,035

	Populasi
	-0,0518079
	0,020

	GDP 
	4,315235
	0,000

	Democracy
	-0,0006495
	0,643

	Country
	0,1143423
	0,001

	Country_income
	-0,008627
	0,019


Hasil Estimasi (Sumber: diolah)
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